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Abstrak
 

Terhadap putuasan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu

keberatan sesuai dengan UU 8/1999 dan juga pembatalan sesuai dengan UU 30/1999. Adanya dua tindakan

yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut menimbulkan

pertanyaan terkait proses arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dan juga perlindungan

konsumen dalam proses tersebut, serta implikasi putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014

tentang Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, karena

keduanya bertentangan dengan sifat final and binding dari putusan arbitrase. Melalui metode penelitian

doktrinal didapatkan hasil bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan tujuan utama

mengusahakan upaya damai di antara pihak yang bersengketa, dan juga untuk mempersingkat waktu serta

biaya penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen

secara maksimal. 3 (tiga) tahun sejak duicapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, terdapat

peningkatakan putusan terkait pembatalan putusan arbitrase dan juga keberatan atas putusan BPSK,

walaupun hal tersebut tidak berlangsung seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi berasaskan erga omnes,

sehingga ketika putusan tersebut telah dibacakan, tidak hanya mengikat pihak yang terlibat dalam pokok

perkara, namun juga bagi semua orang. Hal ini menyebabkan walaupun para Pemohon dalam pokok perkara

dalam putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah pihak yang bersengeta di BANI,

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tetap berlaku bagi putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh

lembaga lain selain BANI, termasuk BPSK. UU 8/1999 dan UU/1999 telah berusia lebih dari 20 (dua puluh)

tahun, sehingga sejatinya diperlukan suatu pembaharuan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, agar dapat

lebih memberikan perlindungan konsumen secara maksimal.

......Against the arbitration decision issued by BPSK, 2 (two) legal remedies can be filed, namely objection

in accordance with Law 8/1999 and also annulment in accordance with Law 30/1999. The existence of two

actions that can be taken against the arbitration award issued by BPSK raises questions related to the

arbitration process in an effort to resolve consumer disputes, consumer protection in the process, as well as

the implications of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on the Cancellation of

Arbitration Awards on the process of resolving consumer disputes at BPSK, because both are contrary to the

final and binding nature of arbitration awards. Through the doctrinal research method, it is found that the

process of resolving consumer disputes is carried out with the main objective of seeking peaceful efforts

between the parties to the dispute, and also to shorten the time and cost of dispute resolution, so as to

provide maximum legal certainty and consumer protection. 3 (three) years since the issuance of the relevant

Constitutional Court Decision, there has been an increase in decisions related to the annulment of arbitration
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awards and also objections to BPSK decisions, although this has not continued. The Constitutional Court's

decision is erga omnes, so that when the decision has been read out, it is not only binding for the parties

involved in the subject matter, but also for everyone. This is why even though the Petitioners in the main

case in Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014 are parties to a dispute at BANI, the

Constitutional Court's decision also applies to arbitration decisions issued by institutions other than BANI,

including BPSK. Law No. 8/1999 and Law No. 1999 are more than 20 (twenty) years old, so a renewal is

actually needed in accordance with current conditions, in order to provide maximum consumer protection.


